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Accountability for holding elections must be accountable for the 
implementation of their duties and authorities to the public, both 
politically and legally. Being politically responsible means that every 
element involved in holding elections has an obligation to explain to 
the public their functions and the reasons for the actions taken. Being 
legally responsible means that any party suspected of violating the law 
regarding the principles of democratic elections must submit to the law 
enforcement process based on the principle of the presumption of 
innocence and the principle of due process of law regulated in the 
Criminal Procedure Code. is that the holding of elections is carried out 
by independent institutions. 
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Akuntabiltas penyelenggaraan Pemilu harus 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 
kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun 
secara hukum.  Bertanggung jawab secara politik berarti setiap 
unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 
mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat 
fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. 
Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap pihak yang 
diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas 
Pemilu yang demokratik wajib tunduk pada proses 
penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan 
asas due process of law yang diatur dalam KUHAP, Oleh 
karena itu salah satu prasyarat penting dalam 
penyelenggaraan Pemilu adalah bahwa penyelenggaraan 
Pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan demokrasi di Indonesia terutama pasca runtuhnya kekuasaan 
Presiden Soeharto hingga saat ini telah mengembangkan imajinasi dari rakyat 
untuk mengaktualisasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, selama 
ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi 
mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan 
perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak 
hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup 
pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup lembaga eksekutif tertinggi 
yaitu presiden, sampai pemilihan kepala daerah. 

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan 
kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 
1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan 
pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat 
terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang 
mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. 

Akuntabiltas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 
harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya 
kepada publik baik secara politik maupun secara hukum.  Bertanggung jawab 
secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 
mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan 
tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap pihak 
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yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu yang 
demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas 
praduga tak bersalah dan asas due process of law yang diatur dalam KUHAP1. 

Oleh karena itu salah satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan Pemilu di 
Negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh 
lembaga yang mandiri dari pemerintah2. 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa 
“pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 
nasional, tetap dan mandiri”. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja 
dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup 
seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan 
KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan 
meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa 
KPU dalam menyelenggarkaan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari 
pengaruh pihak manapun 

Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut diberikan kepada 
Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya Panitia Pengawas 
Pemilihan Umum (Panwaslu). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis 
normatif) dengan menitikberatkan kajian pada norma hukum positif yang 
mengatur penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Umum, khususnya 
terkait peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-
undangan, pendekatan kontekstual, dan pendekatan historis guna menganalisis 
pengaturan kewenangan Bawaslu serta relevansinya dalam sistem pemilu 
demokratis di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan 
hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui kajian 
kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif 
untuk menarik kesimpulan hukum yang bersifat preskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di berbagai Negara di dunia sebetulnya pelaksanaan pemilu yang demokratis 
tidak mengharuskan adanya lembaga yang kita kenal sekarang dengan sebutan 
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk menjamin pelaksanaan pemilu 
yang jujur dan adil. Bahkan dalam praktek pemilu di Negara-negara yang sudah 
berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga 
Pengawas Pemilu tidak dibutuhkan. Namun para perancang undang-undang 
pemilu sejak Orde Baru sampai sekarang menghendaki lembaga Pengawas 
Pemilu itu eksis, karena karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam 

 
1 ADAB, Buku 3,  2003, Lokakarya Nasional Bagi Fasilitator Lokal NTT, Maluku dan 

Papua Dalam Program Pendidikan Pemilih Menyongsong Pemilu 2004, Hotel Santika Bali, 4-8 

Desember 2003 
2 Ahmad Nadir, 2005, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, 

Penerbit Averroes Press, Malang. 
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upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan 
yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang luber dan jurdil.  

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa fungsi 
Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas,  wewenang dan kewajiban 
 Pengawas Pemilu. Berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu ada pembagian 
tugas pengawasan pemilu yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Bawaslu bertugas: 

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 
untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan. 

2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : 

1) Pelanggaran Pemilu dan. 
2) Sengketa proses Pemilu. 

3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas : 

1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu. 
2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU. 
3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan. 
4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri 
atas : 

1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara 
serta daftar pemilih tetap. 

2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota. 
3) Penetapan Peserta Pemilu. 
4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon 

anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Pelaksanaan dan dana kampanye. 
6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya. 
7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilu di TPS. 
8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. 
9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU 

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU. 
10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan dan. 
11) Penetapan hasil Pemilu. 

5. Mencegah terjadinya praktik politik uang. 

6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara 
Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 
Indonesia. 

7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 
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1. Putusan DKPP. 
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Ihbupaten/ Kota. 
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan. 
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, 
dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. 

8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 
kepada DKPP. 

9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu. 

10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan. 

11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu. 

12. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU dan. 

13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Bawaslu berwenang: 

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 
adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan yang mengahrr mengenai Pemilu. 

2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu. 

3. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg. 

4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 
penyelesaian sengketa proses Pemilu. 

5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 
pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota 
Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 
Indonesia. 

6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu 
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu 
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat 
dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan . 

7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam 
rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, 
pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa 
proses Pemilu; 

8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan; 
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9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu 
LN; 

10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, 
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan 

11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bawaslu berkewajiban: 

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; 

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; 

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR 
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan 
kebutuhan 

4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 
berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data 
kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan 
perundangundangan. 

Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi 
kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan 
tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu 
juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui 
kekerasan (chaos) dan kudeta. 

Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya 
pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata 
lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta 
akuntabilitas dari para pejabat public. Melalui pemilu diharapkan proses politik 
yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, 
demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. 
Karenanya, Pemilu 2024 yang akan berlangsung, tidak dapat lagi disebut sebagai 
eksperimen demokrasi yang akan mentolerir berbagai kelemahan dan peluang-
peluang yang dapat mengancam kehidupan demokratis itu sendiri. 

Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. 
Tidak seperti pada masa rezim orde baru dimana pemilu seringkali disebut 
sebagai ‘demokrasi seolah-olah’, pemilu yang sedang berlangsung sekarang 
sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip 
pemilu yang demokratis. Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal 
dalam menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, yakni: 

1. Universalitas (Universality) Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai 
universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara 
universal. Artinya konsep, system, prosedur, perangkat dan pelaksanaan 
pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri. 
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2. Kesetaraan (Equality) Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin 
kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah 
satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah 
timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumberdya yang dimiliki kontestan 
pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik 
kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesejnjangan sumberdaya yang 
lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir 
terjadinya political inequality. 

3. Kebebasan (Freedom) Dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus 
bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, 
iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi 
pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, 
maka perlakunya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang 
berat. 

4. Kerahasiaan (Secrecy) Apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, 
tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia 
pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu prinsip sangat terkait dengan 
kebebasan seseorang dalam memilih. 

5. Transparansi (Transparency) Segala hal yang terkait dengan aktivitas 
pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, baik KPU, peserta 
pemilu maupun Pengawas Pemilu. Transparansi ini terkait dengan dua 
hal, yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya. KPU harus dapat 
meyakinkan public dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga 
independen yang kan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak 
berpihak (imparsial). Pengawas dan pemantau pemilu juga harus mampu 
menempatkan diti pada posisi yang netral dan tidak memihak pada salah 
satu peserta pemilu. Sementara peserta pemilu harus dapat menjelaskan 
kepada public darimana, berapa dan siapa yang menjadi donator untuk 
membiayai aktifitas kampanye pemilu mereka. Bagaimana system 
rekrutmen kandidat dan proses regenarasi politik yang ditempuh 
sehingga semua pihak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai 
kandidat wakil rakyat3. 

Sementara itu Ozbudun mengajukan tiga kriteria utama utuk mengukur apakah 
proses Pemilu berjalan secara free, fair and competitive. Ketiga kriteria tersebut 
adalah sebagai berikut : 

Pertama, adanya hak pilih universal bagi orang dewasa (universal adult 
suffrage). Artinya, setiap warga Negara dewasa mempunyai hak 
pilih yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, 
etnis, faham, keturunan, kekayaan dan semacamnya, kecuali 
mereka dicabut haknya berdasarkan undang-undang; hak pilih 
universal ini pada umumnya dapat difungsikan untuk dua 
pemilihan : (1) pemilihan para pejabat eksekutif, baik di pusat 
maupun di daerah; dan (2) pemilihan para wakil untuk lembaga 
perwakilan rakyat atau legislative (Putranto : 1981). 

 
3 Modul Pengawasan, Bawaslu, 2009, Hal 7-8 
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Kedua, adanya proses pemilihan yang adil (fairness of voting). Untuk 
mengukur apakah suatu pemilu dijalankan secara fair atau tidak, 
dapat diamati melalui beberapa instrument berikut : (1) adanya 
jaminan kerahasiaan dalam proses pemilihan atau pencoblosan 
(secret ballot), yang harus diejawantahkan dalam undang-undang 
pemilu; (2) adanya jaminan bahwa prosedur penghitungan suara 
dilakukan secara terbuka (open counting), dimana semua 
warganegara mempunyai akses dan berhak menyaksikan 
prosesnya; (3) tidak adanya kecurangan-kecurangan dalam 
pemilihan atau tahapan pemilihan, baik ditahapan pendaftaran, 
kampanye, pencoblosan sampai pada tahapan perhitungan suara 
(absence of electrol froud); (4) tidak ada kekerasan, baik kekerasan 
politik yang dilakukan oleh aparat keamanan/pemerintah, partai 
politik peserta pemilu, maupun para pemilih (absence of violence); 
dan (5) tidak adanya intimidasi, khususnya dalam proses 
pemberian suara atau pencoblosan (absence of intimidations). 

Ketiga, adanya hak khususnya bagi partai politik untuk mengorganisasi dan 
mengajukan para kandidat, sehingga para pemilih mempunyai 
banyak pilihan untuk memilih di antara para calon yang berbeda 
baik secara kelompok maupun program-programnya4. 

Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, 
apa yang dilakukan Pengawas Pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa 
yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama 
mengkritik, mengimbau dan memproses apabila terdapat hal yang menyimpang 
dari undang-undang. Namun terkait dengan penanganan kasus-kasus dugaan 
pelanggaran pemilu, maka disini terdapat perbedaan yang fundamental, karena 
Pengawas Pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan, 
dengan kata lain Pengawas Pemilu adalah merupakan satu-satunya pintu masuk 
untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu. Selain itu pula Pengawas 
Pemilu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk 
melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu 
untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran. 
Bila terjadi pelanggaran administrasi maka Pengawas Pemilu 
merekomendasikan kepada KPU/KPUD untuk dikenakan sanksi administratif 
kepada pelanggar, sedangkan bila laporan tersebut mengandung unsur 
pelanggaran pidana maka Pengawas Pemilu meneruskannya kepada penyidik 
kepolisian.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, 
pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik 
adalah pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji 
sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode 
etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan 
putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, 
pemberhentian tetap atau rehabilitasi. 

 
4 Sigit Putranto dan Kusumowidagdo, 1981, Sistem Pemilihan Umum Universal dan 

Parohial, Prisma, Hal.9 
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Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau 
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. 
Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu dan putusannya 
berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme 
sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada 
tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif 
lainnya sesuai undang-undang pemilu. 

Pelanggaran tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau 
kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam 
undang-undang pemilu serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian 
dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum 
Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan 
negeri, dan putusan ini dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. 
Putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak 
dapat dilakukan upaya hukum lain. 

Jika dalam hal menangani hasus-kasus pelanggaran administrasi, Pengawas 
Pemilu bertambah kekuatannya, tidak demikian halnya dalam hal penanganan 
kasus-kasus pidana. Kesuksesan Panwas Pemilu 2024 dalam menangani kasus-
kasus pidana sebetulnya tidak lepas dari adanya unsur kepolisian dan kejaksaan 
dalam organ Pengawas Pemilu. Keberadaan dua unsur tersebut memudahkan 
Pengawas Pemilu dalam koordinasi dan percepatan penanganan kasus-kasus 
pidana pemilu yang memiliki limit waktu yang ketat.  

SIMPULAN 

Dari gambaran sebagaimana diuraikan diatas maka terlihat bahwa Panwas 
Pemilu mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan 
pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya 
peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu 
pintu yaitu Pengawas Pemilu. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya 
sangat diharapkan Pengawas Pemilu dapat bekerja secara professional serta 
bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat 
maupun temuan dari Pengawas Pemilu sendiri. 
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